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Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan 

istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan 

mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Pasal 

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam Pasal 19 

huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu 

pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagi suami atai istri dapat menjadi alasan hukum 

perceraian. Setelah perceraian, orang tua yang merupakan penyandang disabilitas 

tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Meskipun orang tua tersebut mungkin menghadapi tantangan tambahan karena 

kondisi disabilitasnya, namun tanggung jawab mereka terhadap anak tetap harus 

dipenuhi. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti sejauh mana orang tua penyandang 

disabilitas bertanggung jawab terhadap anak setelah perceraian. Tanggung jawab 

terhadap anak setelah perceraian tetap harus dipenuhi walaupun orang tua tersebut 

menghadapi tantangan tambahan karena kondisi disabilitasnya. Bentuk tanggung 

jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang 

tua masih berkewajiban untuk melaksankan tanggung jawabnya seperti 

menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, 

serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga Anak dapat berkembang dan 

tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang 

terjadi terhadap kedua orang tua mereka. Orang tua diberi mandat untuk 

menyediakan biaya hidup, perumahan, dan pengasuhan anak-anak mereka, terlepas 

dari konsekuensi yang berasal dari perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa kedua orang tua harus 

merawat dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan terbaik mereka. 

Kewajiban hukum ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa anak-anak 

tidak terpengaruh secara negatif oleh perceraian orang tua mereka. Sangat penting 

bahwa kedua orang tua, terlepas dari keadaan pribadi mereka, terus 

memprioritaskan kesejahteraan anak-anak mereka. Namun, orang tua penyandang 

cacat mungkin menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan fisik, 

kesulitan keuangan, dan stigma sosial, yang dapat menghambat kemampuan 

mereka untuk secara efektif memenuhi tanggung jawab ini. Tantangan yang 

ditimbulkan oleh kecacatan dapat secara signifikan mempengaruhi kapasitas orang 

tua untuk memenuhi kebutuhan anak mereka. Misalnya, keterbatasan fisik dapat 

membatasi mobilitas, sehingga sulit bagi orang tua untuk terlibat dalam kegiatan 
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yang penting untuk perkembangan anak mereka. Kesulitan keuangan dapat timbul 

dari ketidakmampuan untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan yang stabil, yang 

semakin memperumit kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji aturan 

perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dan menjadi acuan dasar 

dalam melakukan penelitian. Tipe penelitian menggunakan tipe pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual 

approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum 

primer, sekunder maupun tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi 

pustaka. 

 

Dari Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 282/Pdt.G/2021/PN.Tab tanggung 

jawab orang tua penyandang disabilitas terhadap anak setelah perceraian akan tetap 

menjadi tanggung jawab bersama. Kesejahteraan anak-anak adalah yang terpenting, 

karena mereka dianggap sebagai hadiah berharga yang membutuhkan perlindungan 

dan pengasuhan untuk perkembangan holistik mereka. Implikasi perceraian 

melampaui kewajiban hukum, mempengaruhi kesejahteraan sosial dan psikologis 

orang tua dan anak-anak, yang memerlukan penyesuaian dalam kehidupan sehari-

hari mereka. Pengadilan mempertimbangkan berbagai bentuk bukti, seperti akta 

nikah dan akta kelahiran, untuk mendukung klaim yang dibuat oleh penggugat. 

Selain itu, orang tua penyandang cacat sering menghadapi stigma sosial, yang dapat 

menghambat akses mereka ke sumber daya penting dan sistem pendukung yang 

diperlukan untuk membesarkan anak-anak mereka secara efektif. Pengadilan 

mempertimbangkan berbagai bentuk bukti, seperti akta nikah dan akta kelahiran, 

untuk mendukung klaim yang dibuat oleh penggugat. Proses pembuktian ini sangat 

penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan selama proses 

perceraian. Sangat penting bagi pengadilan untuk memiliki akses ke informasi yang 

akurat mengenai struktur keluarga dan tanggung jawab masing-masing orang tua 

untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang memprioritaskan 

kepentingan terbaik anak. Selain itu, orang tua penyandang cacat sering 

menghadapi stigma sosial, yang dapat menghambat akses mereka ke sumber daya 

penting dan sistem pendukung yang diperlukan untuk membesarkan anak-anak 

mereka secara efektif. Stigma yang terkait dengan disabilitas dapat menyebabkan 

diskriminasi, sehingga sulit bagi orang tua ini untuk mencari bantuan atau 

mengakses layanan yang dapat membantu mereka dalam memenuhi tanggung 

jawab orang tua mereka. Persepsi masyarakat ini dapat menciptakan hambatan 

tambahan, semakin memperumit situasi yang sudah menantang yang dihadapi oleh 

orang tua penyandang cacat. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana orang tua 

penyandang disabilitas bertanggung jawab terhadap anak setelah perceraian. 

Memahami bagaimana disabilitas orang tua dapat memengaruhi tanggung jawab 

dan kesejahteraan anak setelah perceraian 

 

Penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang sesuai dengan 

permasalahan dan menjadi acuan dasar dalam melakukan penelitian. Tipe penelitian 

menggunakan tipe pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan 

pendekatan konseptual (conseptual approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, 

menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang teknik 

pengumpulannya melalui studi pustaka 

 

Penelitian ini membahas tanggung jawab orang tua penyandang disabilitas terhadap 

anak pasca perceraian, dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Tabanan 

Nomor 282/Pdt.G/2021/PN.Tab. Pertama, Penelitian ini mengidentifikasi faktor-

faktor yang memengaruhi keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak, terutama 

ketika kedua orang tua memiliki disabilitas. Putusan tersebut menegaskan bahwa 

tanggung jawab orang tua tetap bersama, dengan kesejahteraan anak sebagai 

prioritas utama. Kedua, Pengadilan menggunakan bukti seperti akta nikah dan akta 

kelahiran untuk menegakkan hak anak. Namun, stigma sosial dan diskriminasi yang 

dihadapi orang tua penyandang disabilitas menghambat akses mereka ke sumber 

daya yang diperlukan, memperumit tanggung jawab mereka dalam membesarkan 

anak. 

 

Kata kunci: Disabilitas, Perceraian, Tanggung Jawab 
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